
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA SURAKARTA 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA 

NOMOR 209/PL.02.5-Kpt/3372/KPU-Kot/XII/2020 

TENTANG 

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PADA PELAKSANAAN AUDIT 

LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA  

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana 

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang 

Penetapan Kantor Akuntan Publik pada Pelaksanaan 

Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta 

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta 

Tahun 2020; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 
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sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 828), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1059); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi 

Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana 

Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068); 
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4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/HK.03-

Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis 

Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/dtau 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 514/PL.02.5-

Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis 

Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan 

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/dtau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA 

TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PADA 

PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE 

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN 

WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020. 

KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pelaksana 

audit laporan dana kampanye Pasangan Calon peserta 

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 

2020, sebagai berikut : 

1. KAP Dr. Rahardja, M.Si., CPA sebagai pelaksana audit 

laporan dana kampanye Pasangan Calon Gibran 

Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa; dan  

2. KAP Dra. Suhartati dan Rekan sebagai pelaksana audit 

laporan dana kampanye Pasangan Calon Bagyo Wahyono 

dan Suparjo Fransiskus Xaverius. 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Surakarta 

pada tanggal  4 Desember 2020 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

           KOTA SURAKARTA, 

                     Ttd. 

             NURUL SUTARTI 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA SURAKARTA 

Kepala Sub Bagian Hukum, 

 

 

Arum Kismaharani 
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